BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Menimbang:

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

bahwa untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan
daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih,
serta program Asta Cita perlu dilakukan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

bahwa beradasrkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Ja ngka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuian dengan perkembangan keadaan;

bahwa perubahan rumusan sasaran pembangunan, arah
kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan serta
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah
yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024
tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi daerah sehingga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peaturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



Mengingat

1.

10.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7080);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 Nomor 17);

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2024 Nomor 14);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1,
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantauan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau
sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPERIDA adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi.

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh
Perangkat Dacrah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan
asaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan)
kinerja.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
ataulebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa
personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang atau jasa.

Sub kegiatan adalah elemen terkecil dari program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan
tertentu dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan RKA adalah dokumen perubahan
penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD
adalah perubahan terhadap rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana Kkerja
pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
Kerja Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan perubahan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:
a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil Triwulan I tahun berkenaan,;
c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;




e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan

f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Derah; dan
g. penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI RENG RAPPANG,

SYAHARUPDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RA [ SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 9




